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PENJELASAN 
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NOMOR 39 TAHUN 2017 

TENTANG 

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA KOMISI YUDISIAL 

 

 

I. UMUM 

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Komisi Yudisial ditegaskan peranan penting Komisi Yudisial dalam usaha 

untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku Hakim, demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. 

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan 

dukungan fasilitas dan keuangan kepada anggota Komisi Yudisial dalam 

rangka meningkatkan kinerjanya. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Bobot pekerjaan adalah hasil dari suatu proses analisis 

pekerjaan melalui mekanisme dan dengan menggunakan metode 

dan teknik tertentu. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 
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Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 
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